


IITPI'TUSAil KTPALA KAITTOR WILAYATI I{TMTITTTRIAtr AGAMA
PROVIIISI JAIPA TIMUR

ITOMOR 3523 TAHUIT 2018
TEIITANG

PEMBTRIAIT IZNY OPERASIOITAI, PEISDIRI/f,IT
BAUDIIATT'L ATIIEAL AI.TAIJUI ITGI'MPAI(I}ALEU DANDER KABUPATTT BOJOtrTGORO

PRO\IIIISI JAWA TIMUR

DEITGAS RATIMAT TT'IIAil YAITG MJATIA TSA

I(TPALA ITAfrTOR WII,AYAH IIEMTITTERIAIT AGAMA PROVUTSI JAUTA TIMUN.,

Menimbang : a. bahwa datam rangka meningkatkan akses pendidikan
Raudhatul Athfal yang bermutu, perlu memberikan
kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum
untuk menyelenggarakan Raudhatul Athfal sesuai dengan
standar nasional pendidikan;

bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam
I"ampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan
administratif, teknis dan kel;ayakan yang tel;ah ditetapkan
berdasarkan Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepal;a Bidang
Pendidikan Madrasah Nomor :

Mengingat : 1.

332/Kw. L3.2/ 5IPP.OA /3/2018 tangsal 16 Maret 2018
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama
KABUPATEN ' BOJONEGORO Nomor: 8-212
I Kk. 13. t6 / 2 lPP .AO / 03 / 20 18 tanggal 16 MARET 2O 18;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal
ALFALAH NGUMPAKDALEM DANDER KABUPATEN
BOJONEGORO Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AA3 Nomor 78, Tambalan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (l,embaran Negara Republik lndonesia Tatrun 2OOs
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a3O1);

Peraturan Pemerintah Nomor .19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (iimbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOS Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44961 Sebagaimana tetrah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2OO5 tentang Standar Nasional Pendidikan
Eembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5a10);

b.

2.

3.



+. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 200g tentang wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO8 Nomor gO, Tambahan L,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor a&63l;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun 2OOg
Pendanaan Pendidikan (Iembaran Negara
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor aS6a\

tentang
Republik

Lembaran

6.

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
+9411, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun AALT tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tatrun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (I,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor Zg,
Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) sgfegaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2OlA tentang perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan fl,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor llZ,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2OO7 tentang Stanlar Sarana dan prasarana Untuk Sekol,ah
Dasar/Madra-sah ' Ibtid*iy"h, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 20og tentang
standar Kompetensi Lulusan dan standar Isi pendidikan
Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ls rahun
2010 tentang standar Pelayanan Minimai pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2073 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2oI0 tentang standar
Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Menteri fuama Nomor 2 Tahun 2o1z tentang
Pengawas Madrasatr dan Pengawas pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2}lz
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun. z}rc tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun iOtZ tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas pendidikan Agama Islam
pada Sekolah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68a);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun }OLZ tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
?OLO tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Menteri
Agama Nomor 90 Tahun 20l3-tentang penyelenggaraan
Pendidikan Madrasatr;

8.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WII-AYAH KEMENTERIAN
AGAMA TENTANG PEMBERIAN TZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDFIATUL ATHFAL AL-FALAH NGUMPAKDALEM DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO PROVINSI JAIVA TIMUR.

Memberikan izar. operasional pendirian Raudhatul Athfal
sebagaimana tercantum dalarn I"ampiran dan merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun,
Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan l;aporan perkembangan Raudhatul Athfal
kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat
paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,
pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar
sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar
pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi pAUD/Raudhatul
Athfal kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal prkembangan Raud.hatul Athfal sebaqaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil atcreditpsi sebagaimana dimaksud. Diktum Kedua
huruf b mendapat peringkat minimal c, maka izin operasional
sebagaimilu dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku,

Dalam hal perkembangan Raudhatul Attrfal sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi
standar pelayanan minimar penyelenggaraan pendidikan
dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua
huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izirr
operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
dicabut.

Keputusan ini mulai berl,aku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal20 Maret 2018

WII-AYAH
AGAMA

A\IfA TIMUR,

BAHRTfA



1 Nam4 Raudhatul Athfal RAUDHATUL ATHFAL ALFAI.AH
NGUMPAKDALEM DANDER KAEIUPATEN
BOJONEGORO

2 Nomor Statistik Madrasah 1012352202s3

3 Alamat Raudhatul Athfal DUKUH PANGGANG RT 16 RW 04
DESA I{GUMPAKDALEM

KECAMATAN DANDER

KABUPATEN BOJONEGORO

'pRovtNsl JAwA TIMUR

4

5

Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN NURUL FALAH PANGGANG
NGUMPAKDALEM

Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

NO.26, ISMU BUDI EKO KUNCORO
PUTRO, SH, M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AHU-00 17339.AH.0 1.04.TAHUN 20 15 /
16 OKTOBER 2015

I.AMPIRAN
KEPUTUSAN KEPAI-A KANTOR
WILAYAI{ KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 3523 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERI.AN IZIN OPERASIONAL
PENDIRTAN RAUDHATUL ATHFAL AL-
FALAH NGUMPAKDALEM DANDER
KABUPATEN BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAI{
AGAMA

AWA TIMUR,


